PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT T JAMBI
NOMOR. 3 TAHUN 1934.

.. TENTANG
IZIN USAHA PERTERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT T JAMBT,

Heninbang 3 a.Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah sebagai
bahagian dari Penbangunan Nasional maka Usaha Perternakan
salah satu faktor penunjang perlu diselenggarakan seecara -
tertib dan terarah sehinggn dapet diperoleh hasil Produke”
yvang lebih baik. <

b.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5
-ayat (3) Surat XKeputusan Menters Pertanian No.406/Kpts/ Org
/6/1980, tenggal 10 Juni 1980, tentang syarat-syarat tata ca-
ra Permoljonan dan penberian Izin Usaha peternakan, maka di-
pandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah,tentang Izin
Usaha peternskan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Hengingat ; 1.Undang-undeng Nomor 5 Tahun 1974 (LNotahun 1974 Nomor 38)
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Didaerah.

2eUndang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN.tahun 1956 No«112)ten-
tang Penetapan Undang=undang 10.19 Drt tahun 1957 (LN.Tahun
1957 Nomor 75)tentang Pembentukan Daerash-dacreh Swatamtra
Tingkat I Sumatra Barat,Janbi dan Riau sebagai Undang=-undang.

3.Undang-undang YNo.12 Drt.talun 1957(LN. tahun 1957 No57)ten-
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4.Undang~undang Nomor 6 tzhun 1967 (L¥.tahun 1967 Nomor 40 )
tentang Ketentuan~ketentuan Fokok Peternakan dan Keschatan
Hewan. ,

5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 (LN.tahun 1977 No-
mor 2@} tentang penolakkan Pencegahan, Parhowataenn Aan DA
ngobatan Penyakit Hewan.

6ePeraturan Pemerintah Nomor 16 +ahun 1977 (LN.tahun 197? )

Nomor 21) temtang Usaha peternakan.

7+Keputusan Preciden RT.Nomor 50 tahun 1987 tentang Pembinaan
Usaha peternakan. I

8eSurat Keputusan menteri Pertanian Nomor 1406/Kpts/0rg/6/l9f;~’).
tentang syarat-syarat, Tatacara permohonan dan pemberian Izin
Usaha Pewmternakan.

GeSurat Keputusan Direkiur Jenderal Peternakan Nomor 52/Kpts/
DJP/beptan/l981,tentang Tatacara Pengawasan dan pencabutan
Izin Usaha Perternakane

Deng‘an Perse’tujuarlnooonuooonoo:oaoo.




==

Dengan Persetujuan Dewan PerwakilaniRakyatiDaerah>Propinsi Daerah Tingka%

Henetapkan

e

g

I Jarbi,

e

EMUTUSK AN,

Peraturan Daegrah Previnsi Daersh Tingkat I Jambivtentang Izin -
Usahs Peternaksas,. ) =

Pasal 1 °

Dalam Peraturan Daerash ini yang dimeksud dengans
i .
ae Gubernur Kepala Daerah adalah Gubérnur Kepala Daerash Tingkat I
Jarrf)i . : )
be Dinas perternskan =dailah Dinas Peternaken Propinsi Daersh Ting
- kat I Janbi.
¢» Penpussha adalsh perorangan atau Badan Hukum yang bergerak da-
. lam bidang usaha Peternakan.
de Usaha peternzkan adalah suatu usaha vang dijalankan secars ter
atur, terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu -
Tertentu untuk tujuan komersiszl yang meliputi kegiatan Perusa
haan ayam telur, perternskan ayam, Daging,Peternskan Babi,Pe -
ternakan Sapi/Kerbau potong dan perusahaan sapi parah yang
Jumlabnya melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap Je =
- nis ternak pada peternskan rakyat.
fe Perusahaan peternskan ayam telur adalah perusshaan peternakan
© yang menyelengearakan peternakan ayam dengan Produksi utamatelir.
Ge Perusahaan peternzkan ayam daging adalah perusahaan peternakan
yaug menyelengegarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam
he Perusshaan pe%ernakan.Babi adlalah Perusahaan peternakan vang
menyelenggarakan'peternakan babi dengan Proguksi ubera babi.
i. Perusahaan Sapi/Kerbau potong adlahah perusahaan peternakan
yang menyelengzarakan peternakan Sapi/Kerbau dengan Produksi
utama Sapi/Kerbau potong.

Je Perusahaan peternakan Sapi perah adalah perusahaan peternakan
yang menyelengpgarskan peternskan Sapi Dengan Produksi Utama Susua
Sap:«. e : -

ke Pemberi Izin adalah Gubernur Kepala Daersh Tingkat I Jambi.

1ls Suras Izin adelah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pem
beri izin yang merberikan wewenang kepada Pemegong Izin untuk
menbuka uscha Peternaksan,

¥ Dinas Pendapatan adilsh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daersh

Tingkat I Jamoi. )

Ne Pemegang Izin adalsh pengusaha yang telash memper=-oleh Tzin Usahe
peternakan, ‘

me Iuran Izin ussha adalah pungutan yang dibebankan kepada Pengusah=
pemzgang Izin Usaha.

BAB IiT,
1721y USAHA
Pasal 2.
Izih usaha peternakan dapat diberikan kepada 32

e Badan Hukum Indonesia.

be Percrangan Varga Negara Indonesia., .
Pasal 3

Perusghaan peternakan yang wajib memiliki izin ussha adalah

as Perusshaan peternakan ayamn petelur yang mempunygi.jgm}ah pro@uks:
1.500 sampai 3,00C butir telur perhari atau memiliki 2:500 sampsi
5:000 ekor induk ayam petelur.




=, =
Dengan Persetujuan Dewan PerwakilanfRakyat'Daerah>Pr0pinsi Daerah Tingka
I Jambi, : AT X

e ¢

3

e

BEMUTUSKLAN,

Henetapkan 3 Peraturan Daerash Propingi Daerah Tingkat I Jambi tentang Izin -

Usaha Peternaikasn, -
BABIT,
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1 °

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimsaksud dengans

ae Gubernur Xepals Daerah adalah Gubérnur Kepala Daerah Tingkat I
Janbi. , ' ‘

be Dinas perternskan =dalah Dinas Peternakan Propinsi Daerash Ting

kat I Jambi,.

¢s Pengusasha adalsh perorangan atau Badan Hukum yang bergerak da-

. lam bidang usaha Peternskan,

de Usaha peternsian adalah suatu usaha vang dijalankan secars ter
atur, terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu -
tertentu untuk tujuan komersizl yang meliputi kegiatan Perusa
haan ayam telur, perternskan ayam, Daging,Peternskan Babi,Pe -
ternakan Sapi/Kerbau potong dan perusashaan sapi parah yang
Jumlahnya melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap Je =
nis ternak pada peternskan rakyat.

Te Perusahaan peternakan ayam telux adaleh perusshsan pesernakan

- yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan Produksi utamatelior.

Ge Perusahasn peternzkan ayam daging adalah perusahaan peternakan

yaug menyelengegarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam
) D&giﬂgo ' ; )

he Perusshaan pe%ernakanlBabi adlalah Perusahaan peternakan yvang
menyelenggarakan peternakan babi dengan Proguksi utera babi.

i. Perusahaan Sapil/Kerbau potong adlahah perusahaan peternakan
yahg menyelenggarakar peternakan Sapi/Kerbau dengan Produksi
utama Sapi/Kerbau potong.

Je Perusahaan peternakan Sapi perah adalah perusahaan peternskan
Jang menyelenggarekan peternakan Sapi Dengan Produksi Utama Susu
Sapi. :

ke Pemberi Izin adalah Gubernup Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

1le Surat Izin adelah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pem
beri izin yang merberikan wewenang kepada Pemegong Izin untuk
menbuka uscha Peternakan,
¥» Dinas Fendapatan addlsh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daersh
Tingkat I Jambi. ‘ ' ‘ ,

ne Pemegang Izin adalsh pengusaha yang telah memper=oleh Izin Usah=
peternakan.

me Iuran Izin uszha adalah pungutan yang dibebankan kepada Pengusah=
pemsgang Izin Usaha,

B AB iI.
IZ1y USATA
Pasal 2.
Izih uszha peternakan dapat diberikan kepada 3

ae Badan Hukum Indonesia.

b. Perorangan Warga Hegara Indonesia. : »
Pasal 3

Perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin ussha adalah |

ae Perusahaan peternakan ayainr petelur yang mempunygi_jgm}ah produksg
1.500 sampai 3,00C butir telur perhari atau memiliki 2:500 sampesi
5,000 ekor induk ayam petelur.




Sub.d. yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan meng -
hentikan usshanya dalam pasal ini adalah perusahaan yang
menghentikan usahanya, secara sukarela,karena pemiliknya
meninggal dunia atau karena sesuatu hal lain sebelum jang
ka welsbu yang diberikan dalam surat Izin Ussha ber-achir.
Apabila pemilik perusshaan meninggal Dunia,maka Izin Usa-
ha Pc ternakar tidak dengan sendirinya ber-alih kepada ahli
warisnya,dengan meninggalnya Pemilik perusahaan,maka Izin
Usaha peternakan berhenti berlaku; akan tetapi dapat diper
baha“ﬂi atas permohonan shliwarisnya yang berhake.

Pasal,;i1. a.dan be Cukup Jelas

Pasal,;11. Sub.C. pengusaha yang tidak menunjukkan kegiatannya berturut—
turut selama 1 tshun, yang dimaksud dalam pasal ini adalsh
perusahaan yang telah berjalan,kemudian karena sesuatu hal
atau sebab, kegiatannya berhenti selama 1 tahun berturut -
turut dan tidsk ada tanda—tanda usaha peternakan tersébut
akan dilanjutkanlagi.

Pasal,;12. Cukup Jelas
Pasal;13. Cukup Jelas
Pasal 14, Cukup Jelas
Pasal,15. Cukup Jelas.
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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAFRAH TINGKAT I JAMBI

I.

II.

PENJELASAN

NOMOR. 3 TAHUN 1984.
., TENTANG ,
IZIN USAHA PETERNAKAN.

UMUM,

Potensi Daerah Jambi memungkinkan untu k perkenbgngan usaha=-ussha

Peternakan, Oleh karena itu Pemerintah Daerah berusgha untuk mening-
katkan usaha=usaha Peternakan dalam rangka mencukupi kebutuhan Pro -
tein hewan dan kebutuhan kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternz:.

Pelaksanaan usaha-usaha peternakan tersebut perlu diselenggarakan
dengan tertib dan ter-arah sehingga diperdleh hasil Produksi ternak
yang lebih baik dengan memberikan pemerataan kesempatan kerja serta
penghasilan yang layak bagi Pengusazha.

Untuk mencapai tujuan tersebut sejalan dengan maksud Sk.Mentan Nomor,
406/Kpts/Org/6/1980,,dipandang perlu mengadakan pengaturan,perbinaan
dan pengawasan terhadap Usszha peternakan dengan menetapkan Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Perternakan, “

PENJELASAN PASAL DENMI PASAL,

Pasal 1, Cukup Jelas.

Pasal 2, Cukup Jelas.

Pasal ¥, a). Yang dimaksud dengan Induk ayam petelur dalam pasal ini
adalah ayam yang telah Dewasa (Umur antara 6 bulan s/d.
2 Tahun) dan dalam masa Priode ber=-produksi,tidak ter -
masuk anak ayam dan ayam dara, dan Juga tidak termasuk
ayam dewasa yang sudah lewat masa Produksi (ayam Tua ).

b). Yang dimaksud per-tehun adalah Jumlah ayam keseluruhan
yang dipelihara dalam satu téhun usaha tersebut.

¢). Yang dimaksud Induk Babi adalah, Babi betina dewasa se-
bagai sumber bibit,sedangkan yang dimsksud jumlah kese-
luruhan adalah jumlsh Semua babi vang dimiliki dalam
perusahaan tersebut.

d}. Yang dimeksud dengan sapi/kerbau induk adalah sapi/ker—
bau dewasa sebagai sumber bibite
Sapi/Kerbau dewasa untuk digemukkan adalah sapi/kerbau
yang dipelihara untuk digemukkan sebhagai ternak potorg.
Jumlah keseluruhan adalah jumlah semua sapi/kerbau yang
dimiliki dalam perusahean tersebut,

e)s Yang dimaksud jumleh sapi persh campuran adalah Jumlsh
keseluruhan sapi perah yang dimiliki dalam perusahaan
tersebut,

Pasal 4, Cukup Jelas.

Pasal 5, Daftar isian yang dimeksud dalam pasal ini adalah Daftar -
isian yang tedah ditetapkan berpedeman kepada petunjuk Dirj
peternakan, yang disesuaikan dengan Kondisi Daerah.

Pasal 6, Cukup Jelas.

Pasal 7, Cukup Jelas.

Pasal 8, Cukup Jelas. :

Pasal 9, Ayat (1) kegiatan dilapangan yang dimsksudkan dalam pasal irmd
antara lain adalah dengan melengkapi sarana Peternakan,seku— W
rang-kurangnya sudah membuat Kandang ternak dan menyediakan 4
persiapan makanan ternak. 1

Pasal 9, Ayat(2) Cukup Jelas.
Pasal 10 Sub a s/d.sub ¢ Cukup Jelas.

Sub.d yang dimaksudo..-.-c.ooo-o.n.o.‘““




- BaB VI
{ETENTUAN - PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belun diatur dalam Peratiran Daerah ini,sepanjan g
mengenai pelaksanaannya akan diatur bsmudian dengan keputusan Gui=

bernur Kepa_\a Dasrah.

B A B VIII.

(1 ) Dengan 'berlakunya Peraturan Daersh ini maka semua ketentuan yang -
“mengatur Izin use a peternakan yang bertentangan dengan peraturan
Daerzh 4ini dinyateckan tidak berlaku lezi.

(2); Peraturan Daerah ini milai berlaku paca tanggal di-undangkan dalam

Lembaran Daerah Piopinsi Daerah T:Lnbkat Id ambn..

Jambis 29 M e i 196Gh.

GUBERNUR KEPAI.A DAERAH TI‘\TGKAT - JAMBI

TERAN PERWAKTLAN RAKYAT D. \ dtoe
TCPTHSI DAERAH TINGKAT T JAM ‘
Ketua - ’ S
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TT-NDANCKAN DALAM LEMBARAN T/.ERAH
=OSTNST DAERAH TINGKAT T JAM T.

Iize339 tgle15= 11 1985,Ser1
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Disyahkan dengan Surat Keputusan
Mandagri tgl-11= 10- 1985 ,Nomor,
524 [ ] 25— 1 l""l 7 s

Dirjen.2UOD.
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BAB IIT -
PELAKSANAA IZIN USAHA 9 TERNAKAN
asal :9 '
(1) Pemegang izin, sek“VW“chﬁurunﬂnya dalam waktu 3 (tlga) bulan setelzh
izin diperoleh, harus sudsh memulai kegiatan usshenya di lapangane

(2) Pemegang izin wajib memberikan lap‘ran secara berkala setiap 6 (enw%
bulan sekaliy mengenai perkembangan peruszhaannya kepada perberi izim
dengan tvmouc ] mepgua Dinas Petes.akan Daersh Tingkat I dan Dinas -

Peternakan Daersh Tingkat IT se*ﬂ” ate’
(3) Izin uscha pe+ernakan dimaksud paC/ Pagal 2 Pevaturan Daerah ini t&Mm
dapat dipindsh tangankan dengaq ¢ wa dan bentuk apapun.
, B AR IV
BERAKHIRNYA IZIN USAE PET"?XAKAN
Msal 10

Izin usaha peternakqn bera ﬁhlr karena 7
ae Maza berlaku izin ussha peternaskan yang diberikan telah berakhirs.

be Dicobut oleh pemberi izin karena pemagang izin usaha melakukan pe -
langgaran. ‘

¢. Perusahaan peternakan yang bersanglkutan jatuh pailit.

de Perusahaan yang bersangkutan menghentikan uschanya.

Izin usahs ﬁaterﬂakan dapat dimabut apnbila 2
a

bulan oeta‘“% iz n;usuha pc;?rﬁaﬂan dlperolehnya.
be Penguscha tidak lagi memenuhi persyaratan yang telsh ditentukans

Ce Penglisaha tidak mﬂnungghan keglatar usahanya berturut—turut dalam
waktu 1 (satu)

AR V
TURAN IZIN USAH:
Pasal 12

(1) Bagt perusghaan-peruszhaan sebaga’ na dimaksud dalam pasal 3 Pera
turan Daerah ini, pada setiap pemborian surst izin diwajibkan mem=
bayar iuran izin ussha sebesar Rp:15.000,- (llma belas ribu ruplaum
yang harus dibayar sekaligus,

(2) Uang iuran izin ussha dimeksud pads ayat (1) pasal ini disetorkan
ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan mengirimkan -
selembar bukti setor kepada Dinas Pendapatan Dgerah.,

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

1) Pelanggaran terhadap Peraturan Dacrah ini dapat d.iamam dengan hu=-
@ kuman kurungan selama-lamanya 6 {e-am) bulan den atau denda setingd
tingeinya Rpe50,000,= (1lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalsh
pelanggarans

BABA. VIiIseeees




be Perusahzan ayam pedaging yeng mempunyai prgduksig375 sampai
dengan 750 ekor ayam pbtbnglgeminggu atau 19.500 sampai. 394500~
ekor ayam potong pertahun, - g

Ce Perusahaan peternakan babi yeng memiliki 25 sampai 50 ekor induk
babi atau memiliki Jumlah keseluruhan 125 sampai 250 ekor babi.

ds Perusshsan peternakan sapi/kerbay potong‘yang memiliki 100 ekor
Sampai 200 ekor sapi/kerbau induk,atau 100 sampai 200 ekor sapi
ferbau dewasa unbuk digemukkan atau memiliki Jumlah keseluruhan
250 sanmpai 50C ekor sapi potong campuran. ' "

2« Perusahaan peternakan sapi parah yang memiliki Jjumlah keseluruhan
20 sampai 40 ekor sapi perah campuran,

4

Pasal 4,

» Untuk mendapatkan Izin Usaha,setiap bengusaha harus menga jukan
surat Permohonzn Kepada Gubernur Kepala Daerzh dengan Tembusan
kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinag Peternakan dan
Bupati/fialikotemadya Kepala Daerah Tingkat IT, setempat,

")
[ ]

Surat permohonan harus dilengiapi dengan surat izin tempat Usaha
cari Pemerintah Daerah Tingkat IT. dimena perusahaan Peternakan
itu berada, serta surat Keterangan rekomendasi dari Dinas Peter-
nakan. ‘

Pasal 5
Trbuk pertimbangan pemberisn izin usaha peternakan pemohon harus me~
ngisi dan melampirkan pada surat permohonannya suatu Daftar isian
Fang ventuknya telah ditetapksn sesuai dengan peraturan per-undang-
mndangan yang berlaku.

: ~ Pasal 6.
(%) Permohonan izin Usaha ditolak apabilas

2. Bertentangan dengan kebi jaksanaan Pemerintah,

b. Tidak memenuhi Syarat-syarat tchnis vang ditetapkan sesuai dengan
peraturan Perwundangaundangan yang berlaku, '

Cs Bertentangan denpan ketertiba wkepentingan UmMUia

de Tidak memiliki Izin HOe dan atau izin lckasi.

{2) Penclakan izin usaha peternakan dilakukan dengan surat keputusan
perberi izin,
Pagal 7,
Sorat izin ussha diperlukan bagi 3
Zw Pendirian usaha peternskan,
Dw Perluasan uscha petérnakana
Te Pengalihan nama pengusahaa

fw Perpanjangsn surst izin/pembaharuan surat izin.

Pasal 8

Bezsa berlakunya izin usaha untuk masing-masing ussha peternskan di -
temtukan sebagai berikut s

s Peternakan ayam petelur selama 5 (lima) tahun,

e Peternakan ayam daging selama 5 (limé) tahun.

T« Peternakan babi selams 5 (Lima) tahun.

e Peternakan sapi/kerbau potong selama 15 (lima belas) tzhun.
#a Peternakan sapi perah selama 10 (sepuluh) tahun,

BAB III.O...'




